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DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI MAGETAN

: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (g) peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentang Dana Deaa
Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2016
tentang perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014
Bersumber a"ri a,gg"."r, ;fr:r#t.ffi"1fr:
Negara, telah ditetapkan peraturar Bupati Magetan
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Magetan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati
dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/pMK.OZ/2;B
tentang pengelolaar Dana Desa;

c. ba-hwa guna kepentingan dimaksud pada huruf b, perlu
menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan Atas
Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Tata Cara pembagian dar penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran
2019;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Ta_hun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republit<
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaprqia Surabaya
dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah
Daerah Kabupaten di Lingkungan propinsi Jawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten (ota Besar
dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daera_h Istimewa Jogiakarta (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(l€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s495);

3. Feraturar pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentar\g Desa (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lemtnran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana tebn
bebempa kali diubah terathir dengan peraturan pemerintah
Nomor 11 Tahun 2O19 tentang perubaian Kedua Atas
Peratura! pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 41,
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Negara
Nomor 6321);

4. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran eenaapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 16g, Tambahan bmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor S55g), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor g Tahun 2016 tentang perubahan
Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor



57, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2O1g tentang
Rincian Angga-ran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 225);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gO tahun 2Ol5
tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 201g tentang perubahan
atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 tahun
2Ol5 tentang pembentukan produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
ls7);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5O/pMK.07/2O17
tentarg pengelolaan Transfer ke Daerah darl Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
537) sebagaimara telah beberapa kali diubah teral<hir
dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor
225 /PMK.OZ /2OlZ tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor SO/1MK.OZ /2017
tentang pengelolaan Trarsfer ke Daerah dan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1Z Nomor
197O);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/pMK -OT/2OiB
tentang pengelolaar Dana Desa (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 20lg Nomor lg38);

9. Peraturan Menteri Da.tam Negeri Nomor 20 tahun 201g
tentang pengelolaan Keu
Repubrik rndonesi. r"h," 2Tr:frro,l;';, 1;"nt 

.n"*"'

10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomo. iO fafru.,
2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 1448);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1O Tahun 2O1g
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daemh Tahun
Anggaran 2019 (lemba-ran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2018 Nomor lO);
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Menetapkan

12. Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2018 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O1g Nomor
57);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
MAGETAN TAHUN ANGGARAN 20 19.

pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Magetan Nomor
6 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Dar penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2019 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

l. Ketentuan pasal l, diantana angka 3 darl 4 disisipkan I(satu) angka yalmi angka 3a, dan setelah angka 6ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 7, dan g,
sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

pasal 
1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat huk
wilayah yang o"r-..,.r,r"1r,1if ;ilTL':fr
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasar.kan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dana Desa adalah dara yang bersumber dari
Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang
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diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, petaksanaan
pembalgunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

3a. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten
Magetan.

4. Pemerintah Desa adaiah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;

5. JuElah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan

7.

6.

oleh Menteri Dalam Negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat ApBDesa, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Desa.
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa yarlg selanjutnya disingkat RKDadalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunal<an untuk membayarseluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

2. Keientuan pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga pasai 7
berbunyi sebagai berikut:

8.

(1)

pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 huruf c disusun danditetapkan oleh Bupati berdasarkan data darikementerian yarlg berwenang dan/atau lembagayang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang statistik.
Dihapus.(2)



3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) diubah, diantara ayat
(3) dan (a) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a), ayat (4)

dan (5) diubah, ayat (6) dihapus, ayat (7), (8) dan (9)

diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilalukan melalui
pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa
diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran
telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimal<sud pada
ayat (l) dilakukaa secara bertahap, dengan
ketentuar sebagai berikut:
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling

lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 2oyo
(dua puluh persen);

b. tahap II pating cepat bulan Maret dan p€ling
lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40yo
(empat puluh persen) ;dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 4oolo
(empat puluh persen).

(3a) Da.lam hal pemerintah Daerah mendapat predikat
Kinerja baik dalam penyaluran dana desa tahun
anggaran sebelumnya, penyaluran dana deaa
sebagaimara dimaksud pada ayat (l) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :a. Tahap I dan tahap II secara bersamaar paling

cepat bulan januari d.
keempat buran ju", -.ilJ#i,r::::#tr;
(dua puluh persen);dan

b. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40 %
(empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa seb.
ayat (3) d,ak*n*", *::ffi11ffT::"r#:
dokumen persyaratar penyaluran dari Kepala Desa,
dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai
APBDesa;

b. tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaiarl outtrrut Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan

c. tahap III berupa:
l. laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa sampai dengan tahap ll;dan
2. laporar konvergensi pencegahan stunting

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
(5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap

II secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan setelah Bupati menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa,
dengan ketentuan s€bagai berikut:
a. tahap I dan tahap II berupa peraturar Desa

mengenai ApBDesa; dan
b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
ouqrut Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. laporan konvergensi pencegahan stunfing
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;dan

3. laporan realisasi penyerapan dan capaiarr
outpu, Dana Desa sampai dengan tahap II

(6) Dihapus.
(7) Laporan realisasi penyerapan dan capalal- output

Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana
dimaksud tada ayat (4) huruf c dan ayat (S) huruf b
menunjukkan rata_rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan
rata-rata capaian output menunjukkan pating sedikit
sebesar SOyo (lima puluh persen).

(8) Capaian output sebagaimana dimalsud pada ayat (4)
huruf b dan huruf c dan ayat (5) huruf b dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capatan ouErut dai
s€luruh kegiatan.
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(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capalal. output sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi

data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian outryt,
volume output, cara pengadaan, dar^ capdar| output.

(1O) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan
input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada peraturan yarlg

diterbitl<an oleh kementerian negara/lembaga terkait.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1)

dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa.

( 1 a) Penggunaaa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana
Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk daiam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimal<sud pada
ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

{3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan
Peraturan Desa mengenai ApBDesa.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang nengetalui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI MAGETAN,
.I'TD

SUPRAWOTO
Diundangkan di Magetan

pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KAE}UPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 28
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